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Jakarta, 31 Mei 2022

Nomor : 188.34/3707/0TDA - Yth. Gubernur Sumatera Barat
Sifat :

Lampiran  : 1 (satu) berkas di

Hal . Fasilitasi Rancangan

Peraturan Gubernur

Padang
Sumatera Barat.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor: 188/462/Huk-2022 Tanggal 25 Februari 2022 Perihal Fasilitasi draft
Pergub, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pola Tata

Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri telah dilakukan pengkajian secara yuridis
formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur

- Sumatera Barat dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah
penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan
menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
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RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Tetap

Menimbang

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyusunan
pola tata kelola Sekolah Menengah Kejuruan Negeri periu adanya
pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sesuai dengan
ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyusunan
rencana strategis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu adanya
pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sesuai dengan
ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyusunan
standar pelayanan minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu
adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, sesuai dengan
ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pefayanan Minimal
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Tetap
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